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PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK 

INDONESIA 
NOMOR   1  TAHUN   2010 

TENTANG 
PENGELOLAAN DANA PEMELIHARAAN KESEHATAN   

DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang  : a. bahwa dalam rangka memelihara dan meningkatkan 
kesehatan Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara 
Republik Indonesia dan keluarganya, diselenggarakan 
melalui pembiayaan yang antara   lain bersumber dari 
Dana Pemeliharaan Kesehatan; 

b. bahwa dalam menyelenggarakan Dana Pemeliharaan 
Kesehatan, diperlukan suatu prosedur pengelolaan yang 
efektif, efisien, transparan dan akuntabel guna 
memberikan pelayanan kesehatan yang optimal bagi 
Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik 
Indonesia dan keluarganya; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia 
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tentang Pengelolaan Dana Pemeliharaan Kesehatan di 
Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

Mengingat : 1. Undang-undang   Nomor  2  Tahun  2002   tentang    
Kepolisian    Negara Republik Indonesia (Lembaran 
Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2002 Nomor 2, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4168); 

2. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2002 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik 
Indonesia. 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA TENTANG  PENGELOLAAN 
DANA PEMELIHARAAN KESEHATAN DI 
LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK 
INDONESIA. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:  
1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri 

adalah    alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan 
ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan 
perlindungan, pengayoman dan pelayanan pada masyarakat dalam 
rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. 

2. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya 
disingkat       Kapolri adalah pimpinan Polri dan penanggung jawab 
penyelenggara fungsi kepolisian. 

3. Pegawai Negeri pada Polri adalah anggota Polri dan Pegawai Negeri 
Sipil       (PNS) Polri. 

4. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual 
maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif 
secara sosial dan ekonomis. 

5. Dana Pemeliharaan Kesehatan yang selanjutnya disingkat DPK adalah 
dana hasil dari potongan gaji anggota Polri dan PNS Polri sebesar  2% 

www.djpp.depkumham.go.id

http://www.djpp.depkumham.go.id


2010, No.23 3

dari gaji bruto yang diterima langsung oleh Polri dari Departemen 
Keuangan. 

6. DPK Perhitungan Rampung adalah perhitungan kekurangan pembayaran 
pengembalian penerimaan DPK dari Departemen Keuangan kepada 
Polri. 

7. Rumah Sakit Bhayangkara yang selanjutnya disingkat Rumkit 
Bhayangkara adalah Rumkit di lingkungan Polri yang 
menyelenggarakan pelayanan  kesehatan bagi pegawai negeri pada Polri, 
keluarganya dan masyarakat umum serta pelayanan kedokteran 
kepolisian. 

8. Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang      
digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau 
keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, 
penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk 
manusia. 

9. Bahan baku obat adalah bahan-bahan kimia yang secara sendiri maupun   
campuran yang mempunyai pengaruh terhadap jaringan tubuh manusia, 
mikro organisme maupun organisme-organisme lainnya. 

10. Alat kesehatan yang selanjutnya disingkat Alkes adalah instrumen 
aparatus,  mesin, implan yang tidak mengandung obat yang digunakan 
untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan 
penyakit, merawat orang sakit serta memulihkan kesehatan pada 
manusia dan atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh. 

11. Bahan habis pakai adalah instrumen, reagen, alat yang tidak 
mengandung obat  dan yang mengandung obat untuk pemakaian 
menyembuhkan, meringankan penyakit, merawat sakit, memulihkan 
kesehatan membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh dan 
penggunaannya hanya satu kali pakai. 

12. Regulasi Apotik adalah penggantian biaya pembelian  obat-obatan yang 
karena keadaan tertentu tidak tersedia di Faskes Polri dengan persetujuan 
dari   Pusdokkes dan jajarannya. 

13. Restitusi adalah penggantian pembiayaan bagi pegawai negeri pada Polri     
beserta keluarganya yang memanfaatkan  pelayanan kesehatan di   
fasilitas kesehatan non Polri dan berhak mendapat jaminan pelayanan 
kesehatan yang sumber dananya dari DPK, sesuai persyaratan dan tata 
cara pengajuan restitusi sebagaimana diatur pada Peraturan Kapolri 
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tentang Penggantian Biaya Pelayanan Kesehatan bagi Pegawai Negeri 
pada Polri. 

14. Administrasi Pertanggungjawaban Keuangan yang selanjutnya disebut      
Perwabku adalah dokumen laporan keuangan yang dilengkapi dengan 
bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran uang yang sah sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

Pasal 2 
Tujuan peraturan ini sebagai pedoman dalam pengelolaan DPK untuk 
memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan yang terjangkau dan bermutu bagi 
seluruh Pegawai Negeri pada Polri dan keluarganya.  

Pasal   3 
Prinsip-prinsip dalam pengelolaan DPK: 
a. efektif, yaitu pengelolaan DPK harus sesuai dengan kebutuhan yang telah 

ditetapkan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai sasaran 
yang ditetapkan;  

b. efisien, yaitu pengelolaan DPK harus diusahakan dengan menggunakan 
dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan, 
tepat waktu,  tepat jumlah, dan dapat dipertanggungjawabkan; 

c. transparan, yaitu pengelolaan DPK dan semua ketentuan serta informasi      
sifatnya terbuka untuk Pegawai Negeri pada Polri; dan 

d. akuntabel, yaitu pengelolaan DPK harus dapat dipertanggungjawabkan 
secara vertikal maupun horizontal baik kepada pimpinan Polri dan publik, 
terutama    kepada Pegawai Negeri pada Polri yang merupakan sasaran 
dari pengguna     DPK.  

Pasal   4 
Ruang lingkup peraturan ini terdiri dari: 

a. mekanisme pengelolaan; 
b. alokasi penggunaan dan pendistribusian; dan 
c. pengawasan dan pengendalian.   

BAB  II 
MEKANISME PENGELOLAAN 

Bagian Kesatu 
Tingkat Pusat 
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Pasal   5 
Mekanisme pengelolaan anggaran DPK di tingkat pusat dilakukan dengan 
ketentuan sebagai berikut: 

a. setiap awal tahun anggaran, Deputi Kapolri Bidang Perencanaan  Umum 
dan Pengembangan (Derenbang Kapolri) atas nama Kapolri bersama 
Kepala Pusat Kedokteran dan Kesehatan (Kapusdokkes) Polri dan  Kepala 
Pusat Keuangan  (Kapusku) Polri menetapkan alokasi Pagu DPK; 

b. alokasi dana disusun berdasarkan penerimaan DPK tahun anggaran yang 
lalu ditambah dengan perkiraan intake personel dan dikurangi perkiraan 
anggota     yang pensiun;  

c. setiap bulan Kapusku Polri mengajukan permohonan penerbitan Surat      
Ketentuan Pembayaran Perhitungan Fihak Ketiga (SKP PFK) kepada 
Dirjen Perbendaharaan Departemen Keuangan berdasarkan realisasi gaji 
bulanan      yang lalu; 

d. setelah tutup tahun anggaran, Kapusku Polri mencocokan potongan DPK 
yang dilaporkan oleh Bendaharawan Gaji dan yang dipotong oleh Kantor 
Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dan apabila terdapat selisih 
kurang setelah    tutup buku tahun anggaran, Kapusku Polri meminta 
kekurangan tersebut kepada Dirjen Perbendaharaan Departemen 
Keuangan; dan 

e. Dirjen Perbendaharaan Departemen Keuangan bersama Pusku Polri  
melaksanakan rapat rekonsiliasi data potongan iuran wajib gaji anggota 
Polri dan PNS Polri dan apabila sudah terdapat kesepakatan dan kesamaan 
angka-angka antara kedua belah pihak, Dirjen Perbendaharaan 
menerbitkan Surat Keputusan Perhitungan Rampung dan selanjutnya 
dananya disalurkan kepada Kapusku Polri. 

Pasal 6 

Pengelolaan anggaran DPK di tingkat pusat sebagaimana dimaksud Pasal 5 
huruf c, huruf d dan huruf e dilakukan sebagai berikut : 

a. Kapusku Polri membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada 
Dirjen Perbendaharaan Departemen Keuangan dan selanjutnya 
memberitahukan    kepada Derenbang Kapolri bahwa DPK telah diterima 
dengan tembusan Kapusdokkes Polri. 

www.djpp.depkumham.go.id

http://www.djpp.depkumham.go.id

